HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Penge-tian Hak dan Kewajiban Warga Negara

kata hak mengandung makna penguasaan seseorang atau kelompok terhdp kemauan dan kepentingan

yg bersifat alamiah dan hukum. Sedangkan kata kewajiban mengandung makna keharusan yg harus

dilaksanakan sesuai dgn norma atau kaidah yg berlaku.

‘Kata warga negara bermakna rakyat sebuah negara yg mempunyai hak dan kewajiban yg sama sbg

warga negara dari negara tsb. Warga negara Indonesia menurut UUD 1945 pasal 26 (1) adl orang-orang

bgs Indonesia asli dan orang-orangbgs lain yg disahkan dgn UU sbg warga negara. Setiap negara yg
berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negaranya. Pd
prinsipnya di dlin menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pd tiga asas:

1. Berdasarkan Asas Kelahiran : a. Asas Ius Sanguinis, kewarganegaraan seseorang ditentukan
berdasarkan keturunan dari orang tuanya atau mempunyai hubungan darah langsung Jdgr. orang
tuanya ; b. Asas Ius Scli, kewarganegaraan seseorang ditentukar. berdasarkan dimana tempat dia
dilahirkan. _

Dgn adanya perpindahan penduduk dari. suatu negara ke negara .yg lain,, maka penentuan

kewarganegaraan seseorang dpt ditentukan dgn dua asas :

a. Asas Bipatride (dua kewarganegaraan) contoh: Sepasang suami isteri berkewarganegaraan
China dimana negara China menganut asas lus Sanguinis. Suami isteri tsb kemudian pindah ke
Indonesia, sedangkan Indonesia menganut asas Ius Soli. Suami isteri tsb melahirkan seorang
anak, maka anaknya mempunyai dua kewarganegaraan,

b. Asas Apatride (tdk mempunyai kewarganegaraan) contoh: Sepasang suami isteri
berkewarganegaraan Indonesia dimanra negara Indonesia menganut asas Ius Soli. Suami isteri
tsb pindah ke regara China, negara China menganut asas Ius Sanzuinis. Suami isteri tsb
melahirkan seorang anak, maka anaknya tidak memiliki kewarganegaman

2. Berdasarkan Asas Perkawinran : a. Asas Kesatuan Hukum, asas ini berdasarkan dari paradigma bhw
suami istri mpk inti masy. Yg menginginkan suasana yg sejahtera, sehat dan tdk terpecah, utk
merealisasikan terciptanya kesatuan dlm keluarga maka semua hrs tunduk pd hkm yang sama.
Menurut asas ini, istri hrs mengikuti kewarganegaraan suaminya ; b. Asas Persamaan Derajat,
menurut asas ini perkawinan sama sekali dipengaruhi olh kewarganegaraan seseorang, dlm arti
mereka masing-masing bebas menentukan kewarganegaraam\ya

3. Berdasarkan Naturalisasi : a. Naturalisasi Biasa, sesecrang asing melalui-permohonan dan prosedur
yg tlh ditentukan olh negara yg bersangkutan menjadi warganegaranya ; b. Naturalisasi Istimewa,
seseorang zsing menjadi warga negara suatu negara yang diberikan oth presiden dgn persetujuan
DPR dgn alasan yg bersangkutan tth berjasa atau ats kepcntingan negara.

Hax dan kewajiban warga negara Indonesis dim kehidupan berbgs dan bemegara tertuang d!m UUD
1945.

Pembukaan UUD 1945

. Alinea pertama, uagkapan pd aiinea peftama ini menjelaskan bhw setiap bgs atau orang pd

dasarnya memiliki Hak untuk hldup bebas dari sega'a macam tentuk penindasan/pengekangan

hidup, dan Berkewajiban intuk menjunjung tmggn nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Alinea kedua, ungkapan pd aliiiea kedua ini menjelaskan bhw setiap orang pd dasarnya memiliki

Hak politik, hak dpt hidup dlm suasana berkeadilan dan Berkewaiitan memelihara persatuan dan

kesaiuan serta menciptakan kemakniurar: dan keadilan.

3. Alinea kefiga, ungkapan pd alinca ketiga ini menjelaskan bhw setiap crang Berhak untuk dpt
memeluk: agama sesuai dgn keinginannya dan berkewajiban untuk menghormati agama dan
kepercayaan yg dianut orang lain.
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4. Alinea keempat, ungkapan pd alinea keempat ini menjelaskan bhw setiap orang Berhak atas
kehidupan yg aman, sejahtera, pendidixan, kebudayaan, kehidupan yg damai dan perlakuan yg adil
serta Berkewajiban untuk melindungi bgs dan tanah airnya dari ancaman baik yg datang dari dlm
maupun dari luar yg dpt membahayakan keselamatan bgs dan negara. '

Batang Tubuh

1. Pasal 27 (1) : “Segala wu bersamaan kedudukannya di dim hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dgn tdk ada kecualinya”. Setiap wn mempunyai
kedudukan hukurn yg sama, shg setiap wn tdk diperbolehkan dan diperlakukan secara diskriminasi
dimuka hukum. Dgn kata lain setiap wn tdk boleh mendapatkan hak istimewa melebihi orang lain
dimuka hukum. Dgn adanya pengakuan dan sekaligus jaminan bhw setiap wn memiliki persamaan
hak dibidang hukum dan hendaknya senantiasa berusaha menjunjung tinggi hukum disegala bid
kehidupan. Seiiap wn berkewajiban ikut serta memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
serta mempunyai hak dan kesempatan yg sama untuk duduk di dim penyelenggaraan pemerintahan
negara. Dgn demikian pasal 27 (1) tsb menyaiakau bhw adanya keszimbengar antara hak dan
kewajiban dgn tdk ada diskriminasi diantara wn. ; Pasal 27 (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yg layak bagi kemanusiaan”. Setiap wn berhak memperoleh dan
menciptakan pekerjaan sbg sumber penghidupan yg memungkinkan setiap warga negara yang layak
sebagai manusia. Pasal 27 (2) ini mencerminkan adanya asas keadilan sosial dan kerakyatan. ;

_ Pasal 27 (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

2. Pasal 28 : “¥.emerdekan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dgn lisan dan tertulis dsb
ditetapkan dgn UU”. Pasal ini memberikan jaminan kpd setiap wn untuk dpt hidup berorganisasi,
berpolitik dan berpartisipasi dim proses penyelenggaraan negara terutama dim bentuk penyampaian
aspirasi baik secara lisan maupun tertulis.

3. Pasal 29 (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya”. Pasal ini memberikan
jaminan kpd setiap penduduk/wn untuk memilih, menentukan serta memeluk agama tertentu dan
mei.ghayati kehidupan keagamaannya melalui berbagai macam cara beribadah.

4. Pasal 30 (1): “Tiap-tiap wn berhak dan wajib ikut serta dim usaha pertahanan dan keamanan
negara”. Pasal ini menjaminkan kpd wn untuk mengekspresikan kecintaannya kpd negara dAlm
bentuk berbagai macam upaya pecmbelaan negara sebagaimana yg telah ciatur dim UU. ’

5. Pasal31(1): “Setiap warga negara berhak  mendapatkan  pendidikan”.  Dan
Pasal 31 (2): “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya”. Serta Pasal 34 (1) : “Fakir miskin dan anak-anak yg terlantar dipelihara oleh
negara”.




GEOPOLITIK INDONESIA

Wilayah Scbagai Ruang Hidup

Setiap bargsa yang sudah merdeka dan berdaulat  pada prinsipnya akan berusaha
memeperwhankan eksistensinya, sehingga akan dapat melestarikan kehidupan bangsa dan
negara serta dalam pergaulan antara hangsa. '

Pada abad XIX dengan adanya perkembangan politik dan ekonomi, menimbulkan ide-ide
yang bersifat ckspansi kewilayahan, tetapi pada abad ke XX ekspansi yang bersifat
kewilayahan vang berakibat terwujudnya penjajahan fisik tidak mudah lagi dilakukan yang
mungkin dilakukan adalah penjajahan yang bersifat ideologi dan ekonomi.

Dengan adanya opini dunia yang sudah tidk menyukai lagi adanya penjajahan secara fisik,
maka ada beberapa ahli ilmu pengetahuan yang mengembangkan pengertahuan tentang
kewilayahan suatu negara yg disebut geopolitik.

Penwertian Geapolitik

Istilah geopolitik berasal dari kata gco yang berarti bumi dan politik berarti kebijaksanaan.
Dengan demikian geopoliiik adalah Penentuan kebijaksanaan yang berdasarkan kepada
letak dan posisi geografi yang ditempati oleh suatu negara.

Kondisi obyektif geografi sebagai modal dalam pembentukan suatu negara yang merupakan
suatu rudng hidup yang didalamnya terdapat sumber daya alam dan penduduk.

Kondisi obyektif geovolitik Indonesia dikenal dengan scbutan Nusantara yang memiliki
karakteristik tersendiri. Wilayah Indonesia pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik
fndonesia tgl 17 Agustus 1945 masih ditentukan oleh hukum Bcianda yang dikznal dengan
nama Territcriale Zec en Maritieme Kringen Ordonantic 1939 (TZMKO). Penentuarn batas
Jaut wilayah Indonesia selebar 3 mil laut yang diukur dari garis dasar pada saat air surut
dari 1masing-masing pulau.Hal ini berasaskan pulau per pulau..

Konsep penguesaan laut oleh suatu negara seperti yaug dimuat didalam TZMKO 1939 pada
hakekatnya berasa! dari adanya kecenderungan pengaruh oleh konsep dasar tentang
benguasaan laut yg berkembang sejak abad XVII, yaitu :

1. Konsep Res Nullius

Konscp ini menyatakau bhw laut itu tidak ada yang meniliki olek karena it n2gara
yang berekatan boleh memilikinya.

2. Konsep Res Conunonis

{onsep ini menyatakan bhw lautan itu adalah milik bersama olch karena itu tidak bLolch
dimiliki oleh negara manapuil. |



Deklarasi Diuanda 1957

Penetapan lebar wilayah laut Indonesia selebar 3 mil laut atas perairan wilayah Indor: zgi:
sebagai negara kepulauan mengandung kelcinahan, yaitu ' ’

1. Secara geopolitis Nusantara terpecah-pecah antara pulav yang satu dengan pulau - af;
lainnya..

2. Terdapatnya alur-alur bebas atau perairan internasional diantara pulau-pulau wil:
perairan Indonesia. !

3. Tidak ‘mendukung konsepsi wawasan nusantara yang menuju kepada satu kesatugn
yang utuh menyeluruh, ‘

4. Kurang menijamin keamanan bangsa dan regara

5. Berkurangnya akan sumber daya alam.

6. Kepentingan sctelah Indonzsia merdcka berlainan dengan pada waktu dijajah.

o

Mengingat -adanya beberapa kelemahan ates hukum yang mengatur perairan diwilay*_
NKRI, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman pada tgl 13 Desember 1357
yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda 1957. Pertimbangan yang mendorong Pemcriu@
Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu : .

1. Geografi Indonesia yang berwijud negara kepulauan yang terdiri dar: teribu-ribu pu |2
besar dan kecil yang tersebar i iatitan,
2. Demi untuk kesatuan wilayah negara RI 3
3. Penetapan batas perairan wilayah yang termuat pd TZMKO 1939 sudah tidak co ok
dengan kepentingan Indcnesia. ; 4
4. Indonesia setelah berdaulat sebagar negara yang merdeka mempunyai hak sepenuhiya

dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya demi untuk keamanan d3h
keselamatan bangsa dan negara.

Isi pokok Deklarasi Djuanda 1957 ~ntaca lain :

I.. Bentuk geografi Indomnesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdin dari beribu..:
pulau yang mempunyai sifat dan corak tersendiri. |

2. Bagi keutuhan teritosial dan nntuk nelindung) kexayaan negara Indonesija senma
kepulauan serta f1aut vg terletak diantaranya harus diangggap sebagai suahi kesat::a
yang bulat. ' : §

3. Penentuan batas Jaut territorial seperti yang termaktub dlm TZMKO 1939 tidak berl kg
lagi.

4. Lalu lintas damzj d; perairan pedalaman inj bagi kapal-kapai asing dijarain selar
tudak berteritangan dgr kedaulatar neg. Indonesia.

5. ‘Perentuan batas laut ternitoriai yg lebamya 12 mil lauf di ukur dari garic
menghubungkan titik-tit;k ujung terluar pd pulau neg. indonesia.
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Deklarasi Djuanda 1957 kemudian dikukuhkan dengan UU No.4/Prp/196( tertanggal [8
Februari 1960 yg isi pokoknya, antara lain :
1. Perairan Indonesia ialah jalur laut wilayal beserta perairan pcdalam.ml Indonesia.
Laut wilayah Indonesia ialah jalur laut selebar 12 mil laut dari pulau-pulau yg terluar
alau bagian-bagian pulau-pulau yg terluar dgn dihubungkan garis lurus antara satu
pulau dengan yang lainnya.
3. Apabila ada selat yg lebarnya tdk melebihi 24 mil laut, maka garis batas laut wilayah
Indonesia ditarik pd tengah-tengah selat.

4. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak nada sisi ¢: lam dari
gatis dasar.

Dengan tclah ditentukannya batas laut wilayah NKRI yang termuat didalam Deklarasi
Djuanda 1957, maka banyak negara yang, menentangnya seperti Amirika, Inggeris,
Belanda, Australia dan Selandia Baru sedangkan yang mendukung seperti RRC dan Uni
Soviei., maka untuk meniadakan penentangan dari negara-negara lain, maka negara
Indonesia perundingan-perundingan secara internasional melalui sidang-sidang di PBB dan
pemeritah lndonesia pada tgl 25 Juli 1962 mengeluarkan' PP No.8 thn 1962 ientang lalu
lintas laut damai. Isi pokoknya antara lain :

1. Laiu lintas laut damai xapai asing ialah pelayaran yg tdk bertentangan dgn keamanan,
ketertiban umum, kepentingan dan atau tdk mengganggu perdamaian negara n 1.
2. Lalu lintas laut damai kapal asing 1alah perairan yg melintasi laut wilayah dan perairan
pedalaman Indonesia. , : RPN : . g
3. Persyaratan yg hrs dipenuhi oich kapal asing dim mengadakan pelayaran di perairan
Indoncsia meliputi jenis kapalnya yaitu kapai penelitian ilmiah, kapal perang, kapal
pemerintah asing, kapal niaga dan kapal penaigkap ikan. |

Konsepsi Deklarasi Djuanda 1957 didasarkan kpd konsepsi archipelago dan mengikuti
yurisprudensi Mahkamah Intemasional 1951 yaitu menganut asas point to point teory. Dgn
dikelvarkannya UU No.4 Prp/tahun 1960 dan PP No.8 tahun 1962, hal ini berarti ada tiga
faktor yg mendukung tegaknya NKRI yg berwujud regara kepulauan dan dijadikan
wawasan ruang hidup, yaitt geografi, geopolitik dan geostrategi.

Geografi dijadikan wavasan ruang hidup karena ganibaran bumi Indonesia yg benvijud
negara kepulauan, sedangkan faktor geopolitik pd UU No.4 Frp/tahun 19¢0 merupakan
kebijaksanaan atau keputusan poiitik yg dikaitan dgn keadaan bumi (geo) nusantara. supaya
antara pulau dan lautannya merupakan satu kesatuan yg tdk terpisahkan dan faktor
geostrategis dijadikan wawasan ki PP No.8 tahun1962 menentukan dgn cara hagaimana

" sebaiknya (strategi) nelaksanaan penywivan untara pulau dgn lautannya yg sebelumnya ada
merupakan laut intemasional, shg kapal asing bebas berlayai disela-sela pulau tsb. Dgn
demikian tdk mengundang penolakan daii negara-negara 1ain.



Deklarasi Landas Kontinen

Landas kontinen adl perpanjangan alamiah daratan yg menjorok ke laut yg mencakup
seluruh tepian kontinen yg terdiri dari dataran, lereng, kaki dan-dasar laut dalam. ‘
Landasan kortinen berdasarkan konvensi Eukum laut internasional penentuannya dpt
dilakukan dgn cara :

l. Sampai batas terluas tepian kontinen

2. Sampai jarak 200 mil laut ke arah laut dari garis dasar, apabila batas terluar tepian
kontinen kurang dari 200 mil laut. ;

+3. Samipai jarak 350 mil laut ke arah laut dari garis dasar apabila batas terluar tepian

kontinen melebihi dari 350 mil laur.

- Bes Indonesia pd tgl 17 Februari 1969 telah me::deklarasikan landas kontinennya. Alasan
bgs Indonesia mendeklarasikan landas kontinennya adl untuk memanfaatkan sumber daya
alam yg terdapat di landas kontinen.

~Isi pokok landas kontinen, antara lain :

. Segala sumber kekayaan alarn. yg terdapat dlm landas kontinen Indonesia adl milik
eksklusif negara Indonesia. "

2. Pemerintah Indonesia bersedia menyclesaikan soal garis batas landas kontinen dgn
ncgara-negara tetangga melalui perundingan..

3. Jika tdk ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia ad] spatu garis
yg ditarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dgn titik terluar wilayah
negara tetangga.

4. Ketentuan-ketentuan dj atas tdk mempengaruhi sifat serta status dan pc.airgm di atas
iandas kontinen Indonesia maupun ruang udara di atasnya. '

Deklarzsi landas kontinen [ndonesia agar mempunvai kekuatan hiukum dan mengikat maka
petherintah pd tgl 6 Januari 1973 mengundangkan dlni Lemb~-an Negara No.]1 tdhun 1973
ye Isi pokoknya sbb: :

I. Landas kontiren Indonesia ad] dasar lavt dan tanah dj bawahnya diluar perairan
wilayah RI sampai kedalaman 200 m atau lebih.

2. Pemerintah Rl berhak atas kekayaan alam diiandas kontinen Indonesia.
3. Siapa yg melakukan eksplorasi dan cksploitasi. diwajibkan mencegah tegadinya

Fencemaran air jaut dan udara dj alasnya serta mencegah meluasnya pcrcemaran
tersebut.

4. Penetapan garis batas landas kontinen dgn negara lain dapat dilakukan dgn cara
mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.



Deklarasi Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia

Bgs Indonesia mendeklarasikan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pd tgl 21 Maret
1980. Alasan bgs Indonesia mendeklarasikan ZEEI adl memanfaatkan sumber daya alam.
Dimana penetapan ZEEI adl jalur diluar dan berbatasan dgn laut wilayah Indonesia sejauh

200 mil laut . ZEEI ini diundangkan oleh pemerintah Indonesia dgn UU No.5 tahun 1983,
yg isi pokoknya antara lain:

1. ZEEI adalah jalir diluar dan berbatasan dgn laut wilaval: Indonesia sejauh 200 mil laut

2. Pemerintah Indonesia niempunyai hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan
eksploitasi.

3. Apabila ZEEI dgn ZEE negara lain tumpang tindih, maka garis batas masing-masing
ZEEnya ditentukan atas persetujuan bersama.

4. Apabila belum ada perjanjian batas ZEEI dgn ZEE negara lain, maka batas ZEEI
sementara ditentukan pd garis tengah sama jarak dgn ZEE negara lain.

Bgs Irdonesia melalui perjuangan yg sangat panjang diforum internasional, maka pd
akhirnya konsepsi wawasan nusantara diterima didunia internasional berdasarkan
‘konverensi PBB tentang hukum laut internasional kedua di New York pd tgl 30 April 1982.
Dgn demikian telah diakuinya secara internasional batas-batas wilayah laut dan darat
Republik Indonesia.

Dcklarasi Ruang Udara Indonesia

Dalam dunia internasional terdapat beberapa alternative di dalam menentukan batas-batas
ruang udara, natara lain :

1. Menarik garis lurus daii titik pusat bumi ke perbatasan wilayah negara terus lurus ke
angkasa.

2. Menarik garis lurus dari titik pusat bumi ke titik pusat wilayah negara ke angkasa dan
menarik garis sejajar perbatasan wilayah negara ke angkasa.

3. Menarik garis vertical langsung dari garis perbatasar wilayah negara ke angkasa.

Negara Indonesia telah menetapkan batas pd UU pertahanan dan keamanzn negara
Republik indonesia No.20 tahunl982 sejauh 36.000 km pd Gev Stasioneri Orbit (CSO).
Penentuan batas ruang udara Indonesia ini belura diakui oleh dunia intemasional sampai
sekarang.
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